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Penelitian ini berjudul ”Kajian Kesantunan dan Etika Berbahasa Anggota DPRD pada Rapat 
Paripurna serta Pemanfaatan Hasilnya untuk Menyusun Bahan Ajar Pembelajaran Wacana 
pada Siswa SLTP.” Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa kurangnya pemahaman 
mengenai kesantunan dan etika berbahasa anggota DPRD pada rapat paripurna. Tujuan 
penelitian ini ialah untuk mengetahuai (1) kesantunan berbahasa anggota DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya dalam rapat paripurna; (2) etika berbahasa anggota DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya dalam rapat paripurna; (3) mengetahui implementasi  bahan ajar wacana pada 
siswa SLTP.Jenis penelitian ini tergolong deskriptif analistis. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah tuturan anggota DPRD pada rapat paripurna di Kabupaten Tasikmalaya periode 
2018/2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
observasi, angket, dan wawancara untuk mengukur kesantunan berbahasa dan etika berbahasa 
anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilakukan melalui seperangkat pernyataan 
berupa pendapat tentang objek itu yaitu kesantunan berbahasa dan etika berbahasa. Teknik 
analisis data, dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mentabulasi, mencatat kesalahan dan 
membuktikan kesalahannya dengan teori yang relevan, menemukan faktor penyebab 
kesalahan, dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kesantunan 
dan etika berbahasa anggota DPRD pada rapat paripurna cukup mampu. Dengan kata lain, 
jika tuturan santun dan etika berbahasa tinggi maka tuturan dan etika tersebut dikategorikan 
santun. Saran dalam penelitian ini, diharapkan bagi anggota DPRD dapat menjaga tuturan 
kesantunan dan etika berbahasa, serta cerdas dalam bertutur, baik dalam ranah paripurna, 
media sosial, media cetak, maupun media elektronik, serta dapat memberkan teladan bagi 
generasi bangsa dalam bertutur yang santun. 
 
Kata Kunci : kesantunan, etika, berbahasa, bahan ajar wacana. 
 
Pendahuluan 
Bahasa adalah gambaran proses kognitif seseorang. Ketika ia menyerap informasi 
sekaligus saat ia mengekspresikannya. Bahkan, bahasa memiliki peran sentral dalam 
kehidupan spiritual manusia untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan penciptanya. 
Oleh karena itu, bahasa tidak dapat dipisahkan dari hal-hal ideologis bahkan supranatural. 
(dalam Rokhman dan Surahmat, 2016 : 1) menyatakan bahwa ”manusia modern saat ini telah 
mengenal berbagai sistem bahasa. Seseorang bahkan lazim menguasai dan menjadi penutur 
beberapa bahasa sekaligus”. Pengetahuan tentang bahasa pun berkembang dengan dalam, 
mulai dari kosakata, makna, gramatikal, hingga pegetahuan metalinguistiknya. Akan tetapi, 
bahasa yang saat ini ada merupakan hasil perkembangan yang  panjang. Bahasa yang saat ini 
memiliki aturan kompleks barangkali dari sebuah sistem bahasa sederhana yang dituturkan 
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oleh hanya beberapa orang saja. Penggunaan kesantunan dan etika dalam berbahasa yang 
baik dan benar memang sulit dilakukan oleh sebagian orang, baik di kota-kota maupun di 
daerah terutama penggunaan bahasa pada forum-forum rapat DPRD. Oleh karena itu, banyak 
para praktisi yang tidak peduli dalam memerhatikan kesantunan dan etika dalam kaidah 
berbahasa yang santun.  
Azis (2008 : 2) menjelaskan bahwa ”wajah memiliki nilai dan nilai itu patut untuk 
dijaga dan salah satu caranya adalah melalui pola berbahasa yang santun”. Dari dulu sampai 
sekarang hal tersebut masih belum dapat diterapkan, dan hal ini dapat berdampak negatif 
pada perkembangan bahasa terutama masyarakat pemakai bahasa, bangsa maupun negara. 
Kesantunan merupakan pengetahuan tentang keindahan pada penglihatan seseorang, terutama 
keindahan dalam bahasa. Padahal, dengan menggunakan kesantunan dan etika dalam 
berbahasa merupakan cerminan prilaku seseorang, apalagi sebagai publik figur yang banyak 
dicontoh masyarkat harus dapat menjaga kesantunan dan etika yang baik.  
Hal ini sejalan dengan  Pranowo (2012: 1-3) ”dengan berbahasa yang santun, 
seseorang mampu menjaga harkat dan martabat dirinya dan menghormati orang lain. 
Menjaga harkat dan martabat diri adalah substansi dari kesantunan, sedangkan menghormati 
orang lain bersifat perlokutif”. Setiap orang harusnya berbahasa secara santun, mampu 
bertutur kata secara halus dan isi tutur katanya memiliki maksud yang jelas dapat 
menyejukan hati dan membuat orang lain berkenan. Hal demikian merupakan dambaan setiap 
orang. Seandainya prilaku bahasa setiap orang seperti itu, rasa kebencian, rasa curiga, sikap 
berprasangka buruk terhadap orang lain tidak perlu ada.  
Dengan demikian, hubungan antarmanusia akan penuh dengan kebahagiaan, dan 
hidup manusia akan penuh dengan kebahagian. Namun, harapan seperti itu tampaknya masih 
”jauh panggang dari api” kesediaan menerima orang lain seperti adanya empati, menghargai 
keberhasilan orang lain dengan ikhlas, menaruh rasa simpati terhadap penderitaan orang lain 
masih merupakan perang besar melawan sifat buruk dalam diri setiap orang. Seseorang dapat 
saja bertutur santun, bersikap halus, selalu bersemuka dengan penuh senyuman. Namun, 
apakah suara hatinya juga mengatkaan seperti itu, hanyalah dirinya yang mengetahui. Jika 
penampilan itu selaras dengaan suara hatinya bertutur santun karena rasa hormat pada mitra 
tutur, bersikap halus karena menjaga harkat dan martabat diriya. Tersenyum karena memang 
merasakan kebahagiaan berarti seseorang telah mampu memenangkan perang besar melawan 
sifat buruk dalam dirinya.  
Selain itu, bahasa merupakan cerminan kepribadian seseorang. Bahkan, bahasa 
merupakan cerminan kepribadian bangsa. Artinya, melalui bahasa yang digunakan seseorang 
atau suatu bangsa dapat diketahui kepribadiannya, kita akan sulit mengukur apakah seseorang 
memiliki kepribadian baik atau buruk jika mereka tidak mengungkapkan pikiran atau 
perasaannya melalui tindak bahasa, baik verbal maupun nonverbal. 
Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini berusaha mengetahui kesantunan dan etika 
berbahasa anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada anggota dprd di kabupaten 
tasikmlaya periode 2018/2019 sebagai subjek penelitinannya, rumusan masalah penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kesantunan dan etika berbahasa anggota DPRD di Kabupaten 
tasikmalaya? 
2. Bagaimanakah etika berbahasa anggota DPRD di Kabupaten Tasikmalaya? 
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3. Bagaimanakah kesantunan dan etika berbahasa anggota DPRD di Kabupaten 
Tasikmalaya? 
Sesuai dengan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 
gambaran mengenai kesantunan berbahasa anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam 
rapat paripurna, etika berbahasa anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2018/2019, 
dan implementasi bahan ajar pembelajaran wacana pada siswa SLTP.  
Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan ajar 
bahasa Indonesia di sekolah dan dapat diimplementasikan, terutama dalam bertutur, diskusi, 
seminar, pembuatan laporan, dan  lomba depat, yang tentunya harus menggunakan 
kesantunan dan etika berbahasa yang baik. 
 
Prinsip Kesantunan dan Etika berbahasa 
 “Santun memiliki makna yang berarti : (a) halus dan baik (budi bahasanya dan 
tingkah lakunya) sabar dan tenang, sopan, (b) penuh rasa belas kasihan, suka menolong” 
kemudian pada  KBBI, (2008, hlm 997). “Sopan adalah (a) hormat dan takzim (akan kepada) 
tertib menurut adat yang baik (b) beradab tentang tingkah laku, tutur kata, pakaian dsb,. (c) 
baik kelakuannya tidak lacur, tidak cabul)” (tim penyusun KBBI, 2008, hlm, 1084).” 
Sejalan dengan pendapat Lakoff  (1973) dalam Chaer (2015 : 46) mengenai 
kesantunan bahwa Lakoff  menyatakan ”tuturan kita ingin terdengar santun di telinga 
pendengar atau lawa tutur kita, ada tiga buah kaidah yang harus dipatuhi”. Ketiga buah 
kaidah kesantunan itu adalah pertama formalitas (formality), ketidaktegasan (hesitancy), dan 
persamaan atau kesekawanan (equality or cameraderie). Ketiga kaidah itu apabila dijabarkan, 
maka yang pertama formalitas, jangan memaksa atau angkuh (aloof); yang kedua, 
ketidaktegasan berarti buatlah sedemikian rupa sehinga lawan tutur dapat menentukan pilihan 
(opition), dan yang ketiga persaaan atau kesekawanaan, berarti bertindaklah seolah-olah anda 
dan lawan tutur anda menjadi sama. 
Dapat dirumuskan dari paparan Lakoff bahwa  kesantunan menurutnya yaitu apabila 
tuturan dalam berkomunikasi dengan lawan bicara, dapat dikategorikan santun apabila 
memenuhi ketiga kriteria tersebut, salah satunya yang pertama tidak boleh memaksa, tidak 
tegas atau memberikan pilihan kepada lawan tutur mengenai topik yang akan dibicarakan, 
dan yang ketiga kesekawanan artinya menganggap sama antara penutur dan lawan tutur 
sehingga tidak ada rasa canggung. 
Kemudian  dia menegaskan kembali mengenai kesantunan, bahwa tuturan dapat 
dikatakan santun apabila ia tidak terdengar memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi 
pilihan kepada lawan tutur, dan lawan tutur merasa tenang.  
Robin Lakoff (1973) dalam Chaer ( 2010 : 63) menyatakan ”ada tiga ketentuan untuk 
terpenuhi kesantunanya di dalam bertutur. Ketiga ketentuan itu adalah (a) skala formalitas 
(formality scale); (b) skala ketidaktegasan (hesitency scale); dan (c) skala kesekawanan 
(equality scale)”. 
a) Skala formalitas (formality scale) menyatakan bahwa agar peserta pertuturan merasa 
nyaman dalam kegiatan bertutur, maka kegiatan bertutur, maka tuturan yang 
digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh terkesan angkuh.  
b) Skala ketidaktegasan disebut juga skala pilihan (optionality scale) menunjukan agar 
penutur dan lawan tutur  dapat saling merasa nyaman dalam bertutur, maka pilihan-
pilihan dalam bertutur harus diberikan oleh kedua pihak.kita tidak boleh bersikap 
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terlalu tegang atau terlalu kaku dalam kegiatan bertutur karena akan dianggap tidak 
santun. 
c) Skala kesekawanan menunjukan bahwa agar dapat bersifat santun, kita harus bersikap 
ramah dan harus mempertahankan persahabatan antara penutur dan lawan tutur. 
Penutur harus selalu menganggap bahwa lawan tutur adalah sahabat. 
Dengan demikian, bahwa menurut Lakoff , seseorang dapat dikatan santun harus 
menerapkan ketiga skala kesantunan yaitu skala formalitas, ketidak tegasan, dan skala 
kesekawanan. 
Sementara itu, Bruce Fraser (1978) dalam Chaer (2015 : 47) mendefinisikan 
kesantunan yaitu bahwa ”kesantunan berbahasa bukan atas dasar kaidah-kaidah, melainkan 
atas dasar strategi.  Kemudian Fraser juga membedakan kesantunan (politeness) dari 
penghormatan (deference)”. 
Lebih jelasnya definisi kesantunan dari Fraser (1978) menyatakan bahwa ”kesantunan 
adalah properti yang diasosiasikan dengan tuturan dan di dalam hal ini menurut pendapat si 
lawan tutur, bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari dalam 
memenuhi kewajibannya”.  
Bertolak dari pandangan  Bruse Faser bahwa skala kesantunan itu adalah 
penghormatan kepada lawan tutur, lain halnya dengan Lakoff, bahwa seseorang dapat dikatan 
santu apabila memenuhi ketiga skala kesantunan yaitu  tidak angkuh atau memaksa, 
ketidaktegasan, dan ketiga kesekawanan. 
Sementara itu, Fraser menjelaskan kembali bahwa, penghormatan adalah bagian dari 
aktivitas yang berfungsi sebagai sarana simbolis untuk menyatakan penghargaan secara 
reguler. Jadi, kalau seseorang tidak menggunakan bahasa sehari-hari kepada seorang pejabat 
di kantornya, maka orang itu telah menunjukkan hormat kepada pejabat yang menjadi lawan 
tutrnya”. Berprilaku hormat, menurut Fraser belum tentu berprilaku santun karena kesantunan 
adalah masalah lain. 
 ”Mengenai definisi kesantunan dari Fraser, menurut Gurnawan (1994) dalam Chaer, 
(2010 : 47) ada tiga hal yang perlu diulas. Pertama, kesantunan itu adalah properti 
atau bagian dari tuturan; jadi bukan tuturan itu sendiri. Kedua, pendapat pendengarlah 
yang menentukan apakah kesantunan itu terdapat pada sebuah tuturan. Mungkin saja 
sebuah tuturan yang dimaksudkan sebagai tuturan yang santun oleh si penutur, tetapi 
ditelinga lawan tutur, tuturan itu ternyata tidak terdengar santun; begitu pula 
sebaliknaya. Ketiga, kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban peserta 
pertuturan. Artinya apakah sebuah tuturan terdengar santun atau tidak  diukur 
berdasarkan (a) apakah si penutur tidak melampaui haknya terhadap lawan tutur; (b) 
apakah si penutur memenuhi kewajibannya kepada lawan tuturnya itu”. 
 
Yang menjadi persoalan sekarang, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban 
itu di dalam suatu pertuturan. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah suatu yang menjadi 
milik penutur atau lawan tutur; dan yang dimaksud dengan kewajiban adalah keharusan yang 
harus dilakukan oleh peserta pertuturan. Diantara hak-hak penutur dalam suatu proses 
pertuturan adalah hak untuk bertanya, misalnya. Namun, hak ini bukanlah tanpa batas. 
Maksudnya, ada pertanyaan yang boleh dilakukan kepada lawan tutur akan tetapi, ada pula 
tidak boleh atau tidak pantas dilakukan umpamanya dua orang yang baru saling mengenal 
yang bertemu di lobi hotel terutama bila keduanya berjenis kelamin yang sama boleh saja 
seseorang bertanya “Tinggalnya dikamar berapa” dan pertanyaan itu terdengar sopan. Tetapi 
pertanyaan yang sama akan terdengar tidak santun bila si penanya adalah pria dan yang 
ditanya adalah wanita, dan keduanya adalah baru saja saling berkenalan di hotel. Salah satu 
yang menjadi kewajiban perserta pertuturan adalah kewajiban untuk menjawab. Tindakan 
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tidak menjawab merupakan tidakan yang tidak santun. Tentu aja ia mempunyai hak untuk  
tidak menjawab misalnya pertanyaanya terdegar tidak santun. 
Menurut Brown dan Levinson (1978) dalam Chaer, (2010 : 49) mendefinisikan 
kesantunan berbeda dengan Lakoff Dan Fraser, dia menyatakan bahwa ”teori kesantunan 
berbahasa itu berkisar atas nosi muka (face). Semua orang yang rasional punya muka dalam 
arti kiasan tertentunya; dan muka itu harus dijaga, dipelihara, dan sebagainya”. Ungakpan-
ungkapan dalam bahasa Indonesia seperti kehilangan muka, menyembunyikan muka, 
menyelamatkan muka, dan mukalah jatuh, mungkin lebih bisa menjelaskan konsep muka ini 
dalam kesantunan berbahasa. Muka ini harus dijaga , tidak boleh direndahkan orang. 
Dari pernyataan yang mereka dikemukakan bahwa kesantunan berbahasa berkisar atas 
nosi muka yang merupakan strategi dalam berbahasa untuk menjaga muka seseorang. 
Kemudian Brown dan Levinson menegaskan kembali bahwa muka itu ada dua segi 
yaitu muka negatif dan muka positif. Muka negatif itu mengacu pada citra diri setiap orang 
yang rasional yang berkeinginan agar dia dihargai dengan jalan membiarkanya bebas 
melakukan tindakan atas membiarkannya bebas dari  keharusan mengerjakan sesuatu. 
Dengan demikian, bahwa strategi kesantunan yang dikemukakan oleh mereka ada dua yaitu, 
muka negatif dan muka posiitif yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wajah indivi 
lawan tutur dengan menunjukkan penghormatan dan keakraban. 
Sementara itu, Brown dan Levinson (1978) dalam Chaer, (2010 : 51) menegaskan 
bahwa ”sebuah tindak tutur dapat  merupakan ancaman terhadap muka”. Tindak tutur seperti 
ini oleh Brown dan Levinson disebut sebagai Face Threatenig Act (FTA). Untuk mengurangi 
kekerasan ancaman itulah di dalam bekomunikasi kita tidak harus selalu menaati. Karena ada 
dua sisi muka yang terancam yaitu muka negatif dan muka positif maka kesantunan pun 
dibagi menjadi dua, yaitu kesantunan negatif untuk menjaga muka positif.  
 
Sopan santun dalam pertuturan  direktif termasuk kedalam kesantunan negatif yang 
dapat diartikan sebagai usaha untuk menghindarkan konflik penutur-lawan tutur. Apakah 
yang terancam harus muka lawan tutur , seperti pada contoh lawan tutur pemilik mobil BMW 
di atas. Sebenarnya penutur pun dapat terancam mukanya oleh tindak tutur sendiri. Sebuah 
ajakan misalnya, dapat membuat muka penuturnya terancam. Umpanya seorang pemuda 
sebagai penutur dapat melindungi mukanya dari ancaman itu dengan mengunakan tindak 
tutur tidak langsung. Jadi, penggunaan tuturan ”malam minggu punya acara apa” dari pada 
menggunakan tindak tutur langsung ”Mari nonton film malam minggu misalnya dituturkan 
oleh seorang pemuda kepada gadis yang ditaksirnya dapat ditafsirkan sebagai strategi  untuk 
melindungi muka. Dengan demikian dapat dirumuskan dari pendapat Brown dan Levinson, 
salah satu upaya supaya terhindar dari ancaman muka dari sebuah tuturan, dapat 
menggunakan nosi muka dan nosi muka itu ada dua yaitu muka positif dan muka negatif. 
 
Selanjutnya, Brwon dan Levinson (1978) dalam Chaer, (2010 : 52) juga mngusulkan 
untuk menghidarkan ancaman terhadap muka itu,  caranya penutur harus ”memperhitungkan” 
derajat keterancaman sebuah tindak tutur  yang akan ia tuturkan dengan mempertimbangkan 
di dalam situasi yang dapat, faktor-faktor (1) jarak sosial diantara penutr dan lawan tutur; (2) 
besarnya perbedaan kekuasaan atau dominasi di antara keduanya; dan (3) status relatif jenis 
tindak tutur di dalam kebudayaan yang bersangkutan artinya, tidak ada tindak tutur yang di 
dalam suat kebudayaan dianggap tidak terlalu mengancam muka dan sebagainya. Lalu 
berdasarkan perkiraan itu,  si  penutur memilih strategi. Dengan demikian mereka juga 
mengusulkan strategi supaya terhidar dari ancaman terhadap muka, yang pertama harus ada 
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jarak, perbedaan kekuasaan , dan status relatif yang artinya tidak ada unsur mengancam 
muka. 
 
Mereka juga menetukan tiga skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan 
sebuah tuturan. Ketiga skala itu ditentukan secara konteksual, sosial, dan kultural yang 
selengkapnya menyangkut skala (1) jarak sosial, (2) status sosial penutur  dan lawan tutur, 
dan (3) tindak tutur. 
a) Skala peringkat sosial antara penutur dan lawan tutur banyak ditentukan oleh 
perbedaan umur, jenis kelamin dan latar belakang sosiokultural. Berkenaan dengan 
perbedaan umur antara penutur dan lawan tutur, biasanya diketahui semakin tua umur 
seseorang akan semakin tinggi peringkat kesantunan pertuturannya. Sebaliknya. 
Perempuan biasanya memiliki tingkat kesantunan lebih tinggi dibandingkan dengan 
laki-laki. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perempuan cendrung lebih banyak 
kerkenan dengan sesuatu yang bernilai estetis dalam hidupnya sehari-hari. Sedangkan 
laki-laki berkenan dengan berkerja dan penggunaan logika dalam kehidupan sehari-
hari. 
b) Skala peringkat status sosial antara penutur dan lawan tutur didasarkan pada 
kedudukan asimetrik antara penutur dengan lawan tutur. 
c) Skala peringkat tindak tutur didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu 
dengan yang lainnya. Sebagai contoh dalam situasi yang sangat khusus bertamu di 
rumah seorang wanita dengan melewati batas waktu bertamu yang wajar akan 
dikatakan sebagai tidak tahu sopan santun, bahkan dianggap melanggar norma 
kesantunan yang belaku pada masyarakat itu. Namun, hal yang sama akan dianggap 
sangat wajar dalam situasi yang berbeda seperti pada saat terjadi kerusuhan atau 
kejadian yang mengancam keselamatan jiwa. 
Salah satu pakar yang mendefinisiskan kesantunan berbahasa adalah Leech (1983). 
Beliau mengajukan teori kesantunan berdasarkan prinsip kesantunan (politeness principles), 
yang dijabarkan menjadi maksim (ketentuan, ajaran). Keenam maksim itu adalah (1) maksim 
kebijaksanaan (Tact); (2) kedermawanan (Generosity); (3) kemurahan  (Approbation); (4) 
kerendahan hati (Modesty); (5) kesetujuan (Agreement); dan (6) kesimpatian (Sympathy). 
Berbeda dengan Lakof yang memberikan skala kesantunan berbahasa dengan tiga 
skala sedangkan Brown menitikberatkan pada skala wajah yaitu wajah positif dan wajah 
negatif. Sementara Leech memberikan prinsip kesantunan dengan enam prinsip yaitu maksim 
kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, 
maksim kesetujuan, dan maksim kesimpatisan.  
Kemudian, Leech menentukan  lima buah skala pengukur kesantunan berbahasa yang 
didasarkan pada setiap maksim interpersonalnya. Kelima skala itu adalah: 
a) Skala kerugian dan keuntungan  (cost-benefit scale) merujuk pada besar kecilnya 
biaya dan keuntungan yang disebabkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah tuturan. 
Kalau tuturan itu semakin merugikan penutur maka dianggap semakin santunlah 
tuturan itu. Namun kaau dilihat dari pihak lawan tutur, tuturan itu dianggap tidak 
santun. 
b) Skala pilihan (optionality scale) mengacu pada banyak atau sedikitnya pilihan option 
yang disampaikan penutur kepada lawan tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin 
banyak pilihan dan keleluasaan dalam tuturan itu, maka dianggap semakin santulah 
pertuturan itu. Sebaliknya kalau tuturan itu sama sekali tidak memberikan 
kemungkinan bagi si penutur dan lawan tutur, maka tuturan itu dianggap tidak santun. 
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c) Skala ketidaklangsungan (inderectness scale) merujuk kepada peringkat langsung atau 
tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan 
dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu dan sebalinya. 
d) Skala keotoritasan (anthority scale) merujuk pada hubungan status sosial antara penut 
dan lawan tutur yang terlibat dalam suatu pertuturan. Semakin jauh jarak pringkat 
sosial antara penutur dan lawan tutur maka tuturan yang digunakan akan cendrung 
menjadi semakin santun. 
e) Skala jarak sosial (sosial distance) merujuk kepada peringkat hubungan sosial antara 
penutur dan lawan tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada  kecendrungan 
semakin dekat jarak hubungan sosial diantara keduanya akan menjadi kurang 
santunlah pertuturan. 
Penanda lain dikemukakan oleh Leech (1983) (dalam Pranowo (2010 : 102). 
Menjelaskan bahawa “Leech memandang prinsip kesantunan sebagai ”piranti” untuk 
menjelaskan mengapa peunutur sering bertutur secara tidak langsung indirect dalam 
mengungkapkan maksudnya”.  
 
Penutur biasanya menggunakan implikatur. Implikatur adalah apa yang tersirat dalam 
suatu ujaran. Jika kita bedakan apa yang dikatakan what is said dan apa yang 
dokimunikasikan what is communicated implikatur termasuk yang dikomunikasikan. Namun, 
meskipun tidak harus mengunakan implikatur, tuturan dapat dikatakan santun, jika ditandai 
dengan hal-hal sebagai berikut ini. 
1) Tuturan dapat emmberikan keuntungan kepada mitra tutur (maksim kebijaksanaan 
”tact maxim”). 
2) Tuturan lebih baik menimbulkan kerugian pada penutu  (maksim kedermawanan 
”generosity maxim”). 
3) Tuturan dapat memberikan pujian kepada mitra tutur (maksim pujian ”praise maxim”) 
4) Tuturan tidak memuji diri sendiri (maksim kerendahan hati). 
5) Tuturan dapat memberikan persetujuan kepada mitra tutur (maksim kesetujuan 
”agreement maxim”). 
6) Tuturan dapat mengungkapkan rasa simpati terhadap yang dialami oleh mitra tutur 
(maksim simpati ”sympathy maxim”) 
7) Tuturan dapat mengungkapkan sebanyak-banyaknya rasa senang pada mitra tutur 
(maksim pertimbangan ”consideration maxim”). 
Leech (1993 : 208) menyatakan tidak semua maksim dan submaksim sama 
pentingnya, dari maksim yang semua dipaparkan di atas, kecendrungan ini, bila benar, 
mencerminkan berlakunya suatu hukum yang mengatakan bahwa sopan santun negatif 
merupakan pertimbangan yang lebih kuat dari pada sopan santun positif. Masih ada satu 
perbedaan lagi pada aspek penting-tidaknya suatu maksim submaksim yaitu, sopan santun 
terhadap penutur pada umumnya lebih penting daripada sopan santun terhadap pihak ketiga. 
Harus diingat bahwa maksim-maksim ini ditaati sampai batas-batas tertentu saja dan 
bukannya ditaati sebagai kaidah-kaidah absolut. Ini khususnya berlaku bagi submaksim-
submaskim yang lebih lemah, seperti ”kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin;seorang yang 
terus-menerus pada setiap kesempatan merendahkan dirinya akan menjadi orang yang sangat 
membosankan. Lebih bahaya lagi, ia akan dinilai sebagai orang yang tidak tulus, yang tidak 
sugnguh-sungguh bila terjadi demikian akan menghalangi kita agar tidak terlalu merendahkan 
diri; sebaliknya, dalam situasi yang lain juga akan menghalangi kita agar tidak terlalu aktif. 
Sementara itu, Pranowo tidak memberikan teori mengenai kesantunan berbahasa 
melainkan memberi pedoman atau indikator bagaimana bicara dengan santun. Menurut 
Pranowo (2009: 103) suatu tuturan dapat terasa santun apabila memerhatikan hal-hal berikut; 
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a) Perhatikan/ menjaga suasana perasaan mitra tutur sehingga ketika bertutur dapat 
membuat hati mitra tutur berkenan (angon rasa). 
b) Menjaga perasaan Anda degan perasaan mitra tutur sehingga isi tuturan sama-sama 
dikehendaki karena sama-sama diinginkan (adu rasa). 
c) Menjaga agar tuturan dapat diterima oleh mitra tutur karena mitra tutur sedang 
berkenan di hati (empan papan). 
d) Menjaga agar tuturan selalu memperlihatkan rasa ketidakmampuan penutur di 
hadapan mitra tutur sifat (rendah hati). 
e) Menjaga agar tuturan selalu memperlihatkan bahwa mitra tutur diposisikan pada 
tempat yang lebih tinggi (sikap hormat).  
f) Menjaga agar tuturan selalu memperlihatkan bahwa apa yang dikatakan kepada mitra 
tutur juga dirasakan oleh penutur (sikap tepa selira). 
 Selain itu, indikator di atas juga dapat dilihat melalui pamakaian kata-kata (diksi ) 
yang dapat mencerminkan rasa santun sebagai berikut; a) gunakan kata ”tolong” untuk 
meminta bantuan orang lain, b) gunakan frasa ”terima kasih” sebagai penghormatan atas 
kebaikan orang lain, c) gunakan kata ”maaf” untuk tuturan yang diperkirakan, dapat 
menyinggung perasaan orang lain, d) gunakan kata ”berkenan” untuk meminta kesediaan 
rang lain untuk melakukan sesuatu, e) gunakan kata ”beliau” untuk menyebut orang ketiga 
yang dinilai lebih dihormati, f) gunakan kata ”Bapak/Ibu” untuk menyebut orang kedua 
dewasa 
.Dengan demikian dapat digaris bawahi dari paparan pranowo mengenai kesantunan 
berbahasa, yaitu kriteria seseorang dapat dikatakan santun apabila memenuhi enam prinsip 
tersebut, dan apabila tidak memenuhi keenanm prinsip tersebut, seseorang dapat dikatakan 
kurang santun, selain indikator itu, pemakaian diksi dapat mencerminkan rasa santun seperti 
kata tolong, terima kasih, maaf, berkenan, Beliau, Bapak/Ibu.  
Etika berbahasa ini erat berkaitan dengan norma-norma sosial dan sistem budaya yang 
berlaku dalam suatu masyarkat. Maka, etika berbahasa ini akan “mengatur” kita dalam hal (a) 
apa yang harus dikatakan kepada seseorang lawan tutur pada waktu dan keadaan tertentu 
berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarkat itu; (b) ragam bahasa yang 
paling wajar digunakan dalam waktu dan budaya tertentu; (c) kapan dan bagaimana kita 
menggunakan giliran berbicara kita dan menyela atau menginterupsi pembicaraan orang lain; 
(d) kapan kita harus diam, mendengar tuturan orang lain; (e) bagaimana kualitas suara kita 
keras, pelan meninggi, dan bagaimana sikap fisik kita di dalam berbicara itu, seseorang baru 
dapat dikatakan pandai berbahasa kalau dia menguasai tata cara atau etika berbahasa itu. 
Butir-butir ”aturan” dalam etika berbahasa yang disebut di atas bukanlah merupakan 
hal yang terpisah satu sama lain, melainkan merupakan hal yang menyatu di dalam tindak 
laku berbahasa. Butir (a) dan (b) menyiratkan kita harus menggunakan ragam tertentu pada 
partisipan atau mitra tutur tertentu sesuai dengan kedudukan sosialnya. Misalnya kita 
menyapa mitra bicara orang laki-laki tua dengan kata bapak dan bukan kata kamu. Lalu mitra 
bicara kita lebih muda lebih tepat disapa dengan kata adik dari pada kata anda atau saudara 
atau kata lainnya. 
Butir (c) dan (d) juga harus dipahami dan diperhatikan dengan baik agar kita dapat 
disebut sebagai orang yang dapat berbahasa dengan etika yang baik. Kita tidak boleh dengan 
seenaknya memotong atau menyela pembicaraan seseorang. Untuk menyela harus 
diperhatikan waktu yang tepat; dan tentunya juga dengan memberikan isyarat terlebih dahulu. 
Selanjutnya, butir (e) dalam aturan etika berbahasa menyangkut masalah kualitas suara dan 
gerak-gerik anggota tubuh ketika berbicara.  
Gerak –gerik fisik dalam etika bertutur berkenaan dengan dua hal, yaitu kinesik dan 
proksimik. Yang dimaksud dengan kinesik adalah antara lain gerak-gerik mata, ekspresi 
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wajah, posisi berdiri, gerakan tangan, bahu, kepala, dan sebagainya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan proksimik adalah jarak tubuh di dalam bertutur. Dalam pembicaraan yang 
akrab dan tidak akrab jarak tubuh antara penutur dan mitra tutur tentu berbeda sesuai dengan 
budaya masyarakatnya. 
Gerak-gerik fisik ini dapat juga membantu menyampaikan pesan makna atau maksud 
pertuturan. Misalnya anggukan kepala dalam budaya kita untuk menyatakan ”ya” atau 
”tidak” gelengan kepala untuk menyatakan ”ketidaksetujuan” dan acungan jempol untuk 
membantu menyatakan ” pujian” dan sebagainya. 
Sejalan dengan definisi etika menurut Chaer, Abdul. (2010 : 173) menyatakan ”bahwa 
gerak kinesik pada gerakan mata adalah alat yang sangat penting di dalam etika berbahasa. 
Jadi, menurutnya bahwa gerakan salah satu pancan indra merupakan hal penting dalam 
berbahasa. 
Di Amerika dalam interaksi perseorangan adalah biasa bagi pendengar untuk 
memerhatikan tuturan”. Di Indonesia budaya memandang mata ini tidak bisa. Malah jika 
dilakukan lebih-lebih oleh pendengar yang lebih muda dianggap tidak sopan, tidak 
berbudaya. Gerakan kepala juga memiliki arti  penting di dalam etika berbahasa. Bagi orang 
Yunani kuno gerakan kepala ke bawah berarti ”ya” dan untuk menyatakan tidak adalah 
gerakan ke samping kiri dan kanan. Orang Amerika bila mengucapkan selamat disertai 
dengan lambaian  telapak tangan ke bawah; tetapi orang-orang Eropa melakukan hal itu 
dengan telapak tangan ke atas, disertai dengan gerakan jari-jari tangan ke muka ke belakang. 
Orang jawa bila mengatakan itu dengan maksud menunjuk disertai dengan acungan ibu jari 
dan telapak tagan ke atas, padahal orang melayu dengan acungan telunjuk dan telapak tangan 
ke bawah. Orang Indian Hopi di Amerika utara kalau menunjuk sesuatu mengatakan “yohi” 
sambil menunjuk dengan bibirnya waktu mengucapkan bunyi [o] dari kata ”yohi” itu. Banyak 
lagi gerak-gerak anggota tubuh yang harus diperhatikan dalam tindak  tutur.  
Sedangakan mengenai gerak proksimik, di Amerika utara dalam pembicaraan antara 
dua orang yang belum saling mengenal biasanya berjarak empat kaki. Bila yang seorang 
mendekat, maka yang lain akan mundur untuk menjaga jarak itu, tetapi di Amerika Latin  
jarak itu biasanya dua atau tiga kaki. Oleh karena itu, bila orang Amerika latin berbicara 
dengan orang amerika utara keduanya akan merasa canggung, jika si Amerika Latin maju 
untuk mencapai jarak yang enak baginya, maka si Amerika Utara akan mundur,  
Selanjutnya, Miller (1974 : 266) menyatakan ”untuk menjaga jarak dalam berbicara 
dengan orang Amerika Latin, orang Amerika Utara membuat halangan dengan meja atau 
bangku tetapi kadang-kadang orang Amerika Latin memanjatnya untuk mencapai jarak yang 
enak”. Dengan demikian dapat dirumuskan dari pendapat Miller, bahwa berkomunikasi 
dengan lawan tutur orang asing, memiliki cara yang berbeda, yaitu terletak pada jarak antara 
penutur dan lawan tutur. 
Aturan arak dalam berbicara ini di Amerika Utara dipahami oleh semua orang 
mempunyai maksud tertentu. Bila dua orang Amerika berbicara dalam jarak satu kaki atau 
kurang, maka yang dibicarakan biasanya sangat bersifat rahasia. Pada jarak dua atau tiga 
kaki, maka yang dibiarakan persoalan pribadi; dan pada jarak empat atau lima kaki adalah 
persoalan non pribadi (impersonal). Bila berbicara dengan orang banyak jaraknya biasanya 
antara sepuluh sampai dua puluh kaki. Lebih dari dua puluh kaki, tentunya yang terjadi hanya 
ucapan selamat; tidak mungkin ada interaksi verbal. Secara terpisah, kinesik dan proksimik 
ini merupakan alat ukur  juga yaitu alat tutur nonverbal, atau alat tutur non linguistik, yang 
bisa dibedakan dengan alat tutur linguistik. Dalam kontak langsung, biasanya kedua alat  
tutur ini digunakan untuk mencapai kesempurnaan interaksi. 
Etika dalam Kegiatan Bertutur Bahasa  adalah satu-satunya milik manusia yang tidak 
lepas dari dalam diri manusia. Milik manusia yang lain seperti mata, telinga, rambut, dan 
harta benda lainnya yang dapat lepas, entah karena kecelakaan atau karena peristiwa lain. 
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Selain bahasa tidak pernah lepas dari pemiliknya, bahasa pun selalu hadir dalam segala 
aktivitas atau kegiatan manusia. Malah juga sampai pada peristiwa bermimpi, bahasa itu tetap 
selalu ikut serta. Namun bahasa itu dapat membuat kita banyak teman atau disenagi orang 
kalau dalam bertutur bukan saja santun, tetapi menunjukan etika atau prilaku yang baik.  
Sebaliknya, kita akan banyak musuh dan tidak disenangi orang kalau dalam bertutur 
yang tidak santun dan tidak beretika atau berprilaku yang tidak baik atau berprilaku yang 
tidak menyenangkan lawan tutur. Kiranya salah satu penyebab terjadinya tawuran pelajar 
yang banyak terjadi di Jakarta atau di kota lain adalah karena kalau satu kelompok pelajar 
berpapasan di jalan dengan kelompok lain, mereka bukan memberi salam atau saling 
menyapa, melainkan saling memelototi. Lalu, saling memelototi ini dilanjutkan dengan saling 
ejek dan saling menantang. Maka akibatnya dapat  ditebak, hari itu juga  atau besoknya, 
kedua kelompok itu membawa teman masing-maing, sehingga terjadilah tawuran. Andaikata 
kita berpapasan itu mereka saling menyapa atau saling memberi salam, entah dengan ucapan 
”Assalamualaikum” atau ucapan “ selamat pagi” dan sebagainya tentu tawuran tidak akan 
terjadi. Alangkah indahnya para pelajar atau siapa pun ketika berpapasan atau bertemu saling 
mengucapakan salam atau menyapa dengan ucapan yang santun dan sikap yang baik menurut 
norma dalam kehidupan bermasyarkat yang lazim. 
Sementara itu, Chaer (2015 : 105) bahwa ”etika berbahasa atau tata cara berbahasa 
mengatur kita dalam hal, (a) apa yang harus dikatakan kepada lawan tutur pada waktu dan 
keadaan tertentu berkenaan dengan status sosial lawan tutur tersebut dan berkenaan dengan 
status sosial dan budaya dalam masyarakat itu. Status sosial lawan tutur juga berkenaan 
dengan status sosial si penutur. Status sosial seorang penutur yang sama dapat dia adalah 
seorang dosen kalau kawan tuturnya adalah seorang mahasiswa di kampus; dapat juga 
sebagai penumpang  angkutan umum kalau lawan tuturnya adalah kondektur kalau dia berada 
di dalam bus kota; dapat juga sebagai anggota warga kalau lawan tuturnya adalah kepala RT 
di lingkungan tempat tinggalnya; atau dapat juga sebagai pembeli kalau lawan tuturnya 
adalah seorang pedagang dipasar. (b) ragam bahasa yang paling digunakan untuk lawan tutur, 
waktu, tempat, dan budaya seperti disebutkan pada butir (a) penyimpangan dari ragam bahasa 
yang wajar (tentu juga santun), tentu akan menimbulkan dampak sosial yang tidak enak dan 
kurang baik. (c) kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela 
atau menginterupsi pembicaraan orang lain. “kita perlu mempelajari hubungan antara sistem 
bahasa dengan pola-pola tingkah laku individu dan kehidupan sosial, kaitanya dengan 
penggunanan kaidah dan sietem bahasa ketika sudah digunakan oleh penggunanya” 
(Sulaiman, 2018; 105). 
Dengan demikian, dari pendapat di atas dapat digaris bawahi  mengenai etika yaitu 
bahwa seseorang dapat dikatan beretika apabila (a) harus memperhatika tingkat sosial lawan 
tutur, (b) situasi dalam bertutur, dan (c) harus menyesuaikan ragam bahasa yang digunakan 
(situasi). 
Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penenlitian ini adalah deskriptif analisis yaitu 
mendeskripsikan dan menjelaskan hasil temuan di lapangan dan memberi solusi dan 
pemecahan atas masalah yang terdapat dalam kesantunan dan etika berbahasa anggota DPRD 
Kabupaten Tasikmalaya dalam rapat paripurna. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel  
yaitu variabel yang peneliti gunakan adalah variabel tunggal yang hanya mengungkapkan 
variabel untuk dideskripsikan unsur atau faktor-faktor di dalam setiap gejala yang termasuk 
variabel tersebut”. (Hadari dan Matini, 992 : 45).  
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Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan anggota DPRD pada rapat paripurna 
di Kabupaten Tasikmalaya yang direkam berdasarkan hasil observasi. Selain data tuturan dan 
data tertulis, diperlukan adanya angket yang ditempatkan pada teknis pengumpulan data. 
Data yang direkam akan dibuat korpus data untuk memudahkan pengkajian. 
Sementara data berupa tuturan yang sesuai dengan etika dalam penelitian ini yaitu 
pernyataan berupa tuturan kalimat anggota DPRD yang berada di lingkungan DPRD 
Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yaitu 
50 orang terdiri atas 36 laki-laki dan 14 perempuan, tetapi yang dijadikan responden yang 
semuannya dianalisis. Karayawan yang menjadi Staf ahli sebanyak 5 orang, masing-masing 1 
orang dari fraksi yang berbeda. Pengambilan responden ini dianggap refresentatif bagi 
penelitan. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, angket, dan 
wawancara. Kesantunan berbahasa lebih berkenaan dengan substansi bahasanya, maka etika 
berbahasa lebih berkenaan dengan prilaku atau tingkah laku dalam bertutur. Instrumen yang 
dibutuhkan untuk mengkaji kesantunan dan etika berbahasa anggota DPRD adalah dengan 
cara menggunakan angket dengan kriteria yaitu berkaitan dengan kesantunan berbahasa dan 
etika berbahasa. Maka untuk mengukur kesantunan dan etika berbahasa anggota DPRD 
Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilakukan melalui seperangkat pernyataan berupa pendapat 
tentang objek itu yaitu kesantunan berbahasa dan etika berbahasa. Pernyataan-pernyataan 
yang diberikan kepada responden terdiri dari lima skala pilihan. 
Teknis analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan 
langkah-langkahsebagai berikut. Pertama identifikasi data kesalahan pada tuturan anggota 
DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan membuat korpus data. Kedua mentabulasi kesalahan 
dengan kategori kesalahan. Ketiga mencatat kesalahan dan membuktikan kesalahannya 
dengan teori yang relevan. Keempat, menemukan faktor penyebab kesalahan. Kelima 
menyimpulan hasil analisis data kesalahan yang telah diidentifikasi serta menentukan metode 
yang efektif untuk melakukan pembinaan terhadap kesantunan dan etika berbahasa anggota 
DPRD Kabupaten Tasikmalaya, 
Teknik Analisis data dilakukan melalui proses mencari dan menyusun  secara 
sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Kesantunan dan etika berbahasa ditekankan pada segi tanggung jawab dan penghargaan 
terhadap bahasa, sedangkan sikap berbahasa ditekakankan pada kesadaran diri sendiri 
menggunakan bahasa secara tertib. Jadi, pada tahap penilaian setia dan bangga terhadap 
bahasa Indonesia, datanya diperoleh dari angket, dan akan diolah secara kualitatif. Kemudian 
data dianalisis berdasarkan jawaban responden, dan pada akhirnya dapat ditentukan 
kesantunan dan etika berbahasa anggota DPRD, apakah sudah sesuai dengan bahasa 
Indoneisa yang baik dan benar atau belum. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Tuturan kesantunan pada sidang rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya dalam penyampaian RAPERDA, 22 Maret 2108, 10.00-12.00 WIB, didominasi 
oleh ketua fraksi dan anggota fraski (Pak Ruhimat, Hidayat Muslim, dan Asop Sopiudin). 
Jumlah tuturan santun sebanyak 18 tuturan. Data tuturan (P.1) (no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20) termasuk kalimat imperatif, deklaratif, empatik, dan penutup. 
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Seperti: Pak Ruhimat membuka acara rapat sekaligus memimpin sidang rapat paripurna serta 
memberitahukan kepada seluruh anggota rapat, perihal agenda rapat yang akan dibacakan.  
 Pak Ruhimat, pertama-tama memulai sidang dengan mengucapakan salam dan 
menyapa seluruh anggota rapat sidang paripurna ” Assalamualaikum wr, wb”, meminta 
kesediaan dari anggota sidang ”mohon berkenan”, kemudian oleh mitra tutur (Pak Hidayat 
Muslim) meminta kesedian kepada ketua pimpinan sidang dalam menyampaikan 
pandangannya dengan kalimat ”interupsi ketua pimpinan”, dan mengakhiri tuturannya 
dengan ucapan salam “Demikian yang dapat kami sampaikan wassalamualaikum wr, wb. 
Terima kasih” kemudian dilanjutkan oleh mitra tutur (Pak Asop Sopiudin) untuk meminta 
kesedian kepada ketua pimpinan sidang untuk mengemukakan pendapatnya ”interupsi 
pimpinan”. Hal tersebut, masih dalam batas kesantunan tidak bertentangan dengan dengan 
kesantunan melainkan sudah sesuai dengan sikap hormat.  
 Dengan demikian, tuturan yang disampaikan anggota DPRD hampir sesuai dengan 
anjuran yang terdapat dalam surat Al-Nisa 4: 9   yaitu Qawlan Saddidan. 
”Dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahtraan mereka hendaklah mereka takut. 
Oleh sebab itu,hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat”. (QS Al-Nisa 4 : 9). 
Qawlan sadiddan dapat diartikan sebagai pembicaraan yang ”benar”, ”jujur”, ”tidak 
bohong”, ”lurus dan tidak berbelit-belit”. 
Temuan Hasil Pembahasan Analisis 
 Berdasarkan hasil analisis kesantunan berbahasa pada rapat sidang paripurna di atas, 
sesuai dengan indikator kesantunan berbahasa menurut Pranowo dan bentuk kalimat nilai 
komunikatif ditemukan jumlah tuturan  santun masing-masing pada sidang rapat paripurna di 
anggota DPRD Tasikmalaya sebagai berikut; 
Tabel 1 Jumlah tuturan santun dalam sidang rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya berdasarkan indikator kesantunan berbahasa menurut Pranowo  
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Jumlah tuturan santun pada sidang rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya 
 Berdasarkan tabel dan grafik kesantunan berbahasa di atas, menunjukkan bahwa pada 
sidang rapat anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah mampu menerapkan prinsip 
indikator kesantunan berbahasa yang sesuai dengan indikator kesantunan menurut Pranowo, 
yaitu pada sidang Pandangan Umum Fraksi DPRD dengan jumlah tuturan santun sebanyak 
30 tuturan, kemudian berikutnya, Pergantian Alat Kelengkapan DPRD dengan jumlah tuturan 
santun sebanyak 25 tuturan santun, kumudian Penyampaian Anggaran APBD dengan jumlah 
tuturan santun sebanyak 17 tuturan, dan Penyampian RAPERDA dengan jumlah tuturan 
santun sebanyak 18 tuturan. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa kesantunan dan etika berbahasa anggota 
DPRD Tasikmalaya periode 2018/2019 cukup mampu dalam menerapkan kesantunan 
berbahasa, karena dilihat pemakaian dari segi sintaksis sudah mendekati pada indikator-
indikator kesantunan berbahasa menurut Paranowo yaitu 1) menerapakan sikap empan papan 
yaitu penutur menjaga tuturan agar tuturan dapat diterima  oleh mitra tutur sehingga mitra 
tutur dapat berkenan di hati; 2)  yaitumenerapkan sikap hormat yaitu penutur harus menjaga 
dan selalu memperlihatkan agar mitra tutur diposisikan pada tempat yang lebih tinggi; 3) 
menerapakan sikap angon rasa yaitu penutur harus lebih memperhatikan suasana dan 
perasaan mitra tutur  sehingga ketika bertutur dapat membuat hati mitra tutur berkenan; 4) 
menerapkan sikap tepa selira yaitu menjaga tuturan dan harus lebih memperlihatkan bahwa 
apa yang disampaikan kepada mitra tutur dapat diterima dengan senang hati; 5) menerapakan 
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mitra tutur, misalnya dalam menolak sanggahan lebih baik menerapakan kata ”tolong”; 
”maaf’; dan ”berkenan”; 6) menerapakan sikap adu rasa yaitu saling memahami satu sama 
lain dalam bertutur sehingga isi tuturan dapat saling dikehendaki dan menghasilkan tujuan 
yang disepakati. 
 Sementara itu, dilihat dari aspek linguitik, kalimat yang sering muncul dalam sidang 
rapat paripurna  anggota DPRD yaitu kalimat imperatif, deklaratif, dan empatik. Berdasarkan 
indikator kesantunan  Pranowo yang sudah sesuai yaitu sikap angon rasa, sikap empan papan, 
dan sikap hormat. Sementara itu, tuturan dalam sidang rapat paripurna sudah menunjukkan 
sikap positif, artinya ketika dalam bertutur, penutur dan mitra tutur dapat menerapkan 
indikator-indikator yang sesuai dengan teori kesantunan pranowo, meskipun penutur dan 
lawan tutur tidak mengetahui indikator tersebut, tetapi sudah dapat menerapkannya. 
Kemudian jumlah tuturan sidang rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya 
yaitu  pada sidang Pandangan Umum fraksi DPRD dengan jumlah tuturan santun sebanyak 
30 tuturan, kemudian berikutnya, Pergantian Alat Kelengkapan DPRD dengan jumlah 
tuturan santun sebanyak 25 tuturan santun, kumudian Penyampaian Anggaran APBD dengan 
jumlah tuturan santun sebanyak 17 tuturan, dan Penyampian RAPERDA dengan jumlah 
tuturan santun sebanyak 18 tuturan. Sedangkan pemanfaatan hasil kajian kesantunan dan 
etika berbahasa anggota DPRD pada sidang rapat paripurna, dapat dijadikan sebagai bahan 
ajar bahasa Indonesia di sekolah dan dapat diimplementasikan, terutama dalam bertutur, 
diskusi, seminar, pembuatan laporan, dan  lomba depat, yang tentunya harus menggunakan 
kesantunan dan etika berbahasa yang baik. 
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